(3) Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
'(1)ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 26

Anggota Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1)terdiri dari unsur:

a. Perwakilan Pemerintah Daerah;

b. Perwakilan MHA Ammatoa Kajang;

Akademisi;

Lembaga Keagamaan,;

Organisasi non pemerintah; dan

Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga diatas wilayah
MHA Ammatoa Kajang tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XIII -
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bulukumba.
Ditetapkan di Bulukumba
B jepadatanggal 20 November 2015
BUPA;;%L%QMQ_A, Vo
MUH. YUSUF SOMMENG
Di di Bulukumba

da tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KAB. BULUKUMBA,

. AMAL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 9

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN (9/2015) @
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG

[. UMUM

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat
mandiri. Dalam kesatuan MHA tersebut dikenal adanya lembaga adat yang
telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam
eksistensinya, MHA memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta
kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan
berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat
istiadat dan hukum adat setempat. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan
menghormati kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Di Kabupaten Bulukumba, MHA Ammatoa Kajang merupakan salah
satu komunitas adat yang tersisa dan keberadaannya beserta segenap aspek
adat/budayanya masih nampak hingga saat ini. Bahwa secara mitologi
sejarah/asal-usulnya diawali dengan munculnya orang pertama di Suku
Adat Ammatoa yaitu Ammatoa yang dipercaya oleh masyarakat Kajang
sebagai orang pertama yang diturunkan oleh Turiek Akra’na (Tuhan) ke
dunia dimana tempat pertama kali diturunkan adalah daerah yang saat ini
suku adat Ammatoa diami dan mereka percaya bahwa orang pertama
tersebut diturunkan pertama kali sama seperti dengan nama tempat
diturunkannya yaitu Tana Toa (tanah tertua). Ammatoa inilah yang
kemudian ményebarkan segala pesan/tuntunan (Pasang) ke warganya dan

telah diwariskan/dijaga secara turun-temurun hingga hari ini.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba juga
menyadari bahwa perkembangan jaman membawa keniscayaaan dalam hal

semakin berubah dan berkembangnya peradaban manusia yang bisa @
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memberi dampak positif ataupun negatif dimana hal tersebut bisa dialami
oleh setiap orang ataupun komunitas, tidak terkecuali kepada MHA
Ammatoa Kajang. Kita tentunya tidak menginginkan jika nilai-nilai luhur
dalam Pasang ri Kajang yang selama ini dijalankan warga Ammatoa dan
terbukti sangat bermanfaat bagi peradaban manusia ikut tergerus
diakibatkan oleh ‘gempuran’ kemajuan dan kebutuhan manusia modern

yang cenderung eksploitatif dan semakin jauh dari fitrahnya.

Berdasar dari pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten
Bulukumba bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang
memiliki keprihatinan dan kepedulian menjaga eksistensi MHA Ammatoa
Kajang senantiasa berupaya melakukan pembinaaan dan penerangan bagi
warga Ammatoa untuk tetap setia menjalankan nilai-nilai positif yang
terkandung di dalam Pasang. Salah satu langkah nyata yang dilakukan
tersebut adalah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengukuhan,
Pengakuan hak, dan Perlindungan hak MHA Ammatoa Kajang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa
menempatkan masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai
warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam
politik pembangunan di Indonesia, berhak penuh untuk
diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua
informasi publik, berhak penuh untuk menentukan pilihannya
secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam
komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik
budaya yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula
memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada Negara.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengakuan
dan pelindungan hak MHA tidak boleh direduksi menjadi benefit
sharing, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan
menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia karena dapat
menjadi bias manfaat material atau ekonomi semata, namun
mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan
dihadapan hukum.

v A {
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Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa
keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam
pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu
terhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara
Indonesia; transparansi yang menunjang pencerdasan
masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari
“bangsa dan tumpah darah Indonesia“ terus meningkat; yang
menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur
pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang
bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat
keputusan tentang masa depan mereka.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa tiadanya
pembedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan,
perbedaaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga
penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara
menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen
penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih
sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan
kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas
maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa
pengakuan dan perlindungan terhadap hak MHA harus
mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa
pengakuan dan pelindungan MHA dilakukan dengan
memperhatikan keseimbangan dan sejalan dengan kepentingan
masyarakat dan Negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah
bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia
sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola.
lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya.
Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk
mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi
manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua
pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan
bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam
melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya
dengan cara yang cerdas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas. %
£l
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Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Berdasarkan petunjuk dalam Pasang ri Kajang, bahwa pada
dasarnya daerah/wilayah adat Ipantarang Embayya atau
Rambang Luara terdapat dua pandangan; Awalnya Ipantarang
Embayya mencakup daerah yang disebut Sape, Solo, Kaili
Salaparang (Semarang) hingga Ambon Ternate. Namun belakangan
dipersempit yaitu hanya mencakup wilayah yang terdapat pada
daerah Tanuntung, Tammatto, Buatana, Sangkala, Lombo.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Tanah Kalompoang/Gallarang,
adalah tanah adat yang hak pengelolaannya diberikan
kepada pemangku adat, dan diperuntukkan sebagai
sumber penghidupannya.
Huruf c

Cukup jelas. ﬂ
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Huruf d

Yang dimaksud dengan Tanah Gilirang adalah tanah milik
rumpun keturunan yang dikelola secara bergiliran oleh
keturunan satu rumpun MHA.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan lahan milik pribadi adalah lahan/tanah

yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan
atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Saukang adalah tempat keramat untuk

melaksanakan ritual adat, berbetuk makam dan/atau tempat-
tempat lain yang bernilai khusus.

Ayat (4)

Di dalam Palleko’na Boronga’ umumnya terdapat Saukang sebagai
tempat melaksanakan ritual adat yang memiliki nilai sosial dan

spiritual.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Mekanisme yang lain” adalah pemilikan
yang tidak didasarkan secara turun-temurun tetapi
menggunakaan mekanisme yang diakui oleh hukum adat,
misalnya Tesang .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat komunal/kolektif” adalah hak
untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam wialyah
adat yang dimiliki lebih dari satu atau beberapa orang warga MHA
Ammatoa Kajang.

Yang dimaksud dengan “bersifat perseorangan” adalah hak untuk
menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam wialyah adat yang
dimiliki oleh satu/setiap orang warga MHA Ammatoa Kajang. @
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan
mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan
intelektual misalnya: teknologi, budidaya, benih, obat-obatan,

hasil tenun, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni
visual, dan kesusasteraan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat ad hoc adalah bahwa kepanitiaan atau tim
yang dibentuk dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja, dalam
hal ini menangani permasalahan atau sengketa adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas. q
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Pasal 26
Dalam keanggotaan Tim Penanganan Sengketa, unsur Perwakilan dari
MHA lebih banyak dari unsur-unsur lain (diluar pemerintah) sebagai
bentuk penghargaan dan perlindungan serta efektifitas komunikasi
antar tim.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
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